Ditengarai Banyak Desa Abai Bencana
BPBD Minta Agar ADD Diprogramkan Sesuai Regulasi

Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Senin,22/07/2024

PENAJAM - Banyak desa di Penajam Paser Utara (PPU) ditengarai masih abai
terhadap bencana. Hal itu diketahui dengan masih ada desa di daerah ini yang tidak
mengalokasikan Anggaran Dana Desa (ADD) untuk kebencanaan.

Karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU meminta desa-desa
di wilayahnya untuk menganggarkan ADD untuk mitigasi bencana. Hal ini sudah diatur
dalam Peraturan Bupati (Perbup) PPU Nomor 13 Tahun 2023.

Kepala BPBD PPU, Muhammad Sukadi Kuncoro mengatakan bahwa desa-desa harus
mengalokasikan anggaran untuk kebencanaan sebagai bagian dari kesiapsiagaan.

Dana ini dapat digunakan untuk membangun tenda dapur umum, membeli sembilan
bahan pokok (sembako), dan bantuan primer lainnya saat terjadi bencana.

Kuncoro mengungkapkan bahwa banyak desa di PPU yang ditengarai belum memenuhi
ketentuan untuk mengalokasikan ADD untuk kebencanaan. Dia meminta desa-desa
yang belum mengalokasikan dana tersebut untuk segera melakukannya, mengingat
bencana bisa datang kapan saja.

Pengalokasian ADD untuk kepentingan ini, lanjut Kuncoro, sudah termaktub' melalui
Perbup PPU Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perbup PPU Nomor
8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa.
Beleid ini mengatur mengenai hal ini sebagaimana tercantum pada Pasal 13 huruf b
poin 5, yaitu ADD dipergunakan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak desa yang merupakan kewenangan desa.

“Kami minta seluruh desa di PPU agar mengalokasi ADD untuk kebencanaan ini
sebagai bagian kesiapsiagaan,” kata Muhammad Sukadi Kuncoro, Minggu (21/7).

Dia mengatakan, Perbup ini sejalan dengan hirarki regulasi di atasnya, yaitu Peraturan

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendesa PDTT)
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Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tercantum dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf c, yaitu mengatur tentang pembangunan sarana dan prasarana
dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan non-alam.

“Kami mengapresiasi desa-desa yang telah menerapkan regulasi ini. Bagi desa yang
belum mengalokasi ADD untuk kebencanaan, kami imbau untuk segera
mengalokasikan. Bencana bisa datang kapan saja, meskipun tak diharapkan. Desa-desa
harus mematuhi regulasi yang telah dibuat,” ujarnya.

Pernyataan Kuncoro tentang masih ada desa yang belum mengalokasikan ADD untuk
kebencanaan terbukti benar. Salah satu contohnya Ayu Dwi Sakti, Kaur Perencanaan
Pemerintah Desa Gunung Intan, Kecamatan Babulu, PPU, saat diwawancarai terpisah
mengakui bahwa desanya belum mengalokasikan ADD untuk kebencanaan. “Oh, tidak
ada kalau ADD (untuk program kebencanaan),” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi)
PPU, Kasiyono dihubungi terpisah, mengatakan bahwa dalam Perbup tidak secara tegas
mengatur besarannya. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa banyak desa di PPU
yang telah mengedepankan program sosial, semisal berupa Bantuan Sosial (Bansos)
kepada warga yang berhak menerima, termasuk pada saat desa mengalami musibah atau

bencana. (far)
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Catatan:

1. Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2023 (Permendesa PDTT 8/2022), diatur bahwa prioritas penggunaan dana
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian
tujuan SDGs Desa meliputi:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

2. Diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Permendesa PDTT 8/2022 bahwa penggunaan dana
desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan
kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
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3. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 8

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Penajam
Paser Utara Nomor 13 Tahun 2023 (Perbup PPU 8/2021), alokasi dana desa yang

selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam

anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
4. Diatur dalam Pasal 13 huruf b Perbup PPU 8/2021 bahwa ADD dipergunakan

untuk: b. membiayai penyelenggaraan:

1.

2
3.
4.
5

pemerintahan desa;

pelaksanaan pembangunan desa;

pembinaan kemasyarakatan;

pemberdayaan masyarakat; dan

penanggulangan bencana, keadaaan darurat, dan mendesak desa yang

merupakan kewenangan desa.

i Dikutip dari https://www.kbbi.web.id/maktub termaktub berasal dari kata dasar maktub. Termaktub
memiliki arti tertulis; tercantum.

i Dikutip dari https://www.kbbi.web.id/beleid beleid adalah cara (langkah) yang ditempuh untuk
melaksanakan program dan sebagainya.
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